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BUPATI PACITAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
NOMOR .4 TAHUN 2011 '

TENTANG - -
PENGELOLAAN SAMPAH "
DENGAN RAIIMAT TUI{AN YANG MAIIA ESA

BUPATI PACITAN,

. bahwa dengan adanya pcrtambahan pcnduduk dan pola konsumsi

masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karateristik
sampah yang bcragam schmgga pcrlu adanya pcngclolaan sampah yang

tepat,
. bahwa guna termptanya pcngclolaan sampah yang komprchcn51f dan :

terpadu, perlu adanya pengaturan péngelolaan sampah.

.- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan

huruf b di atas, perlu mcnctapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan

Sampah, -

. Undang—Undang Nomor -12 Tahun 1950. tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

. Undang-Undang Nomor 10 .Tahun 2004 tentang Pembentukan Pcraturan

Perundang-Undangan -(Lembaran- Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

. Undang-Undang Nomor 32" Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) scbagaimana telah beberapa kali

. "diubah, terakhir dengan Undang ¥ Undang ‘Nomor 12 Tahun 2008 tentang
. Perubahan Kedua Atas-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor .18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndoncs:a Nomor 4851);

. Undang-Undang Nomor 32, Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
‘Hidup (Lembaran Negara -Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 :

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacnan
(Lcmbaran Daerah Tahun 1988 Nomor 8B), '




7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Urusan Pemermtahan
Kabupaten Pacitan,

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAK]LAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN
dan :
BUPATI PACITAN

MEMUTUSKAN_ :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH ~ KABUPATEN PACITAN TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

.. . . _.BABL .
. KETENTUAN UMUM -

Pasal1’

Dalam Peraturan Daerah ini yang dxmaksud dengan
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Daerah »dalah Kabupaten Pacitan. _

Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Pacxtan .

Bupati adalah Bupati Pacitan. -

Kantor adalah Kantor angkungan deup Kabupaten Pac itan,

Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya
memerlukan pengelolaan khusus, - _ :

Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah . e e :

Pengelolaan Sampah - adalah adalah - kegxatan yang s’is"temat'is',. | 'menyelur"uh dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Penghasil sampah adalah setxap orang danlatau akxbat proses alam yang menghasilkan
timbulan sampah. : :

Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah Tempat
Penampungan Sampah sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan,
tempat pengolahan sampah terpadu dan/atau TPA, Lo S

Tempat Pengolahan-Sampah Terpadu .yang selanjutnya dxsmgkat TPST adalah tempat

“dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemxlahan penggunaan ulang, pendauran ulang dan

pengolahan sampah.
Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya dxsmgkat TPA adalah tempat untuk memproses

- dan mengembalikan sampah ke media lmgkungan secara aman bagi manusia dan

lingkungan,

Transfer Depo adalah tempat transxt sampah dan gerobag ke dalam truk sampah untuk
dxangkut ke TPA,. : o :

Transfer Station adalah tempat pemxlahan lan]utan pera]angan pengepakan dan transit
sampah dari gerobag ke dalam truk sampah untuk diangkut ke TPA.

Pengurangan Sampah adalah upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan
mendaur ulang sampah,

Penanganan Sampah adalah adalah kegxatan yang melxputx kegxatan pemxlahan,

' pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. -



18. Pemllahan Sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai jenis,
jumlah dan/atau sifat sampah. . N

19. Pengumpulan Sampah- adalah keglatan pengambllan dan pemmdahan sampah dari sumber |
 sampah ke tempat penampungan sementara. '

. 20. Pengangkutan Sampah adalah keglatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
penampungan sementara menuju ke tempat Pemrosesan Akhir,

21. Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposlsi dan jumlah
sampah agar dapat diproses chlh lanjut dlmanf‘aatkan atau dlkembahkan ke media
lingkungan secara aman, - -

22, Penyedla Jasa Pengolahan Sampah adalah bxang yang bertahggung ]awab dalam pelaksanaan
kegiatan pengelolaan sampah :

23. Izin Pelayanan Pengolahan Sampah adalah izin yang dlbenkan untuk kegiatan pengolahan
sampah, .

. 24. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkalan keg:atan yang dilakukan dalam rangka
pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan
sampah yang tldak benar ' :
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) _ 3BABII.-..' .
" ASAS DAN TUJUAN
Pasal2
Pengelolaan Sampah diselenggarakan dengan asas tanggung' jawab, asas berkelanjutan, asas
manfaat, asas keadllan, asas kesadaran. asas kebersamaan asas keselamatan dan asas nilai
'ckononn _ RIS o T e e .
Pasai 3 s

Pengelolaan Sampah bertujuan. untuk meningkatkan kesehatan ‘masyarakat dan kualitas
lingkungan serta menjadlkan sampah sebagai sumberdaya

BAB III .
RUANG LINGKUP

Pasal 4

' Ruang lingkup Pengelolaan Sampah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah sampah
rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Puﬂs

(1) Sampah Rumah Tangga sebaglmana dunaksud dalam Pasal 4 berasal dan keglatan sehari-
~ hari dalam rumah tangga, tidak termasuk,tm_;a dan sampah spesifik. .

" (2) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 berasal dari
kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum
dan/atau fasilitas lainnya,

| paBiV.
PENYELENG GARAAN PENGELOLAAN SAM PAII

Pasal 6

Pengelolaan Sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah



Baglan Kcsatu - .,
Pcngurangan Sampah

Pasal 7

(1) Pcngurangan Sampah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 6 mcllputl kegiatan:
a. pembatasan timbulan sampah. =
b. pendauran ulang sampah dan/atau
. pemanfaatan kcmbah sampah = . -

(2) Pemerintah Daerah Wajlb mclakukan kcglatan scbaglmana dimaksud pada ayat (1) scbagal
berikut:
a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu.

b. mcmfasxhtasx pcncrapan teknologi yang ramah lmgkungan

(3) Pelaku Usaha dalam mclaksanakan kcglatan scbagalmana dlmaksud pada ayat (1)
menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat dlguna
ulang, dapat di daur ulang dan!atau mudah dlural olch proses alam.

(4) Masyarakat dalam melakukan kcglatan pcngurangan sampah sebagimana dimaksud pada

ayat (1) menggunakan bahan yang dapat dlguna ulang. dldaur ulang dan/atau mudah dlural
oleh proses ; alam

(5) Ketentuan lcblh lanjut mcngcnal pcngurangan sampah scbaglmana dunaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) di atur dcngan Pcraturan Bupatl

. Bagian chua
Penanganan Sampah

Pasal S

Kegiatan penanganan sampah scbagalmana dlmaksud dalam pasal 6 mcl 1put1

a. Penyediaan dan penggunaan tempat sampah pemilah pada sctlap rumah tangga, sekolah,
perkantoran dan dunia usaha.

b. Penyediaan dan penggunaan kontamcr sampah atau tcmpat penampungan sampah scmentura
oleh Pemerintah Daerah.

¢. Pengangkutan dalam bentuk mcmbawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat
pcnampungan scmcntara sudah dalam bcntuk tcrplsah .

o Pasal 9
(1) Penyediaan dan pcnggunaan tcmpat sampah pcmllah pada sctlap rumah tangga diadakan
secara swadaya. : )
(2) Pcngumpulan sampah yang telah dipilah dari sumbcr sampah ke TPS dapat mchbatkan
pcnycdla Jasa pclayanan sampah, - ‘.- : : :
' | Pasal 10
(1) Pengangkutan sampah sebagaunana dunaksud dalam Pasal 8 hurufi ¢, dunulal dari sumbcr

sampah ke TPS dan/atau ke TPA mcnggunakan sarana pengangkutan sampah.

(2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurufi ¢ dapat melibatkan
penyedia j Jasa pelayanan sampah,



- "BAB Y
JASA PELAYANAN SAMPAH

Pasal ll

Jenis Jasa Pelayanan Sampah terdiri dan

a.

b.

Pelayanan langsung dalam bentuk pengamibilan dan pen gangkutan sampah mulai dari tempat -
sampah domestik sampai ke TPA dilaksanakan oleh Istansi yang membidangi persampahan

'Pelayanan tidak langsung yang terdiri dari:

1. Pelayanan awal, yaitu pelayanan pengambilan dan pengangkutan sampah dari penghasil
sampah sampai ke TPS/TPST, transfer. depo dan/atau transfer statlon blsa dilaksanakan
oleh jasa pelayanan pengolahan sampah. X

2, Pelayanan akhlr, yaitu pelayanan pemmdahan dan pengangkutan sampah dan TPS/TPST,
transfer depo danfatau transfer station sampai ke TPA dilaksanakan oleh Istansi yang
membidangi persampahan dan/atau Jjasa pelayanan pen golahan sampah.

Pasal 12

(1) Penyedia Jasa Pelayanan Pengelolaan Sampah wajlb mermhkl [zm Pelayanan Pengelolaan

Sampah dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.”

. (2) Izin Pengelolaan Sampah sebaglmana dlmaksud dalam ayat [¢)! harus memenuhi’ persyaratan

izin lingkungan atau pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan.

"BAB VI
TUGAS DAN WEWENANG _

, BaglanKesatu - RN
- Tugas Pemermtah Daerah :

Pasal 13

" Pemerintah Daerah bertugas menjamm terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan_
berwawasan lmgkun gan :

a.

Cf

Pasal 14

Tugas Pemerintah Daerah seba gaimana dlmaksud dalam Pasal 14 adalah

Menumbuhkembangkan dan memngkatkan kesadaran -masyarakat dalam pengelolaan
sampah. :

Melakukan penelitian, pengembangan teknol og1 pengurangan dan penanganan sampah.

Menfasilitasi, .mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan penanganan dan
pemanfaatan sampah, - N NS TR

Melaksanakan pengelolaan sampah dan menfamhtasx penyedlaan prasarana dan sarana
pengelolaan sampah. :

Mendorong dan menfasilitasi pengembangan, manfaat hasil pengolahan sampah.
Memfasilitasi penerapan teknologi Spe51ﬁk fokal yang berkembang pada masyarakat

~ setempat untuk mengurangi dan menangani sampah dan

‘Melakukan koordlnasi antar lembaga pemermtah masyarakat dan duma usaha agar terdapat
keterpaduan dalam pengelolaan sampah. : : :



_* “BagianKedua": . Ut
Wewenang Pemerintah Daerah

Pasal 15

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

a.

Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebljakan nasional
dan propinsi. O

Mcnyelenggarakan pengelo‘aan sampah skala kabupaten scsual dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah’ Daerah.”

Melakukan pembinaan dan pengawasan kmcrja pengclolaan sampah yang dilaksanakan
oleh pihak lain.

Menetapkan lokasi Tempat Pemroscsan Akhir sampah

Melakukan pemantauan dan evaluasi sécara berkala sctlap 6 (enam) bulan selama 20 (dua
puluh) tahim terhadap Tempat Pemroscsan Akhlr sampah dcngan sistem pembuangan
terbuka yang telah ditutup. dan S '

Menyusun dan menyelenggarakan Snstem Tanggap Darurat Pengelolaan Sampah sesuai
dengan kewenangannya. :

. (2) Penetapan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir Sampah sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
huruf d merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang Wllayah Kabupaten sesuai dengan
Peraturan Perundang - Undangan. :

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Penyusunan Sistem Tanggap Darurat sebagimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bl.lpatl

BAB VII _
HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Baglan Kesatu L
Hak dan Kewa ]1ban Pemc nntah Dacrah

Pasal 16

(1) Hak Pemerintah Dacrah dalam pengelolaan sampah

e

b.

Meuentukan ketentuan perizinan pengelolaan sampah
 Menetukan besaran tarif rctnbusn pelayanan pengclolaan sampah

(2) Kewajiban Pemermtah Daerah dalam pengelolaan sampah sebagal benkut

a'

™A 0 o

Memberikan pelayanan pengelolaan sampah kepada masyarakat: -

- Memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan saﬁipah.

Memberikan pelayanan jasa pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA.
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan sampah,

_Mcnycdlakan sarana dan prasarana pengclolaan sampah secara memadai.

Mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan kcglatan pengelolaan sampah
mandiri. .

Melakukan sosialisasl dan pelatlhan mengena1 pengclolaan sampah kepada masyarakat
dan pelaku usaha dalam pengclolaan sampah :

Menyajikan sistem informasi pengelolaan sampah.

Melaksanakan ketentuan perizinan - pelayanan pengelolaan sampah sesuai dengan
peraturan perundangan yang berlaku .

......



Baglan Kedua
Ilak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 1‘7

(1) Hak Masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagal bcnkut )
a. Mendapatkan lingkungan yang bersih, indah,’ nyaman dan sehat

b. Mendapatkan pelayanan dalam pcngelolaan sampah sccara balk dan berwawasan
~ lingkungan. : .

¢. Mendapatkan mformasn yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan
pengelolaan sampah. : : _ S

d. Memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah seeara baik dan -
berwawasan lingkungan. ST :

e. Berpartisipasi dalam proses pengambllan kcputusan, penyelenggaraan dan pengawasan d1
- bidang pengelolaan sampah.

f. Mendapatkan pcrlindungan karena dampak ncgatif. dari kegiatan tcmpat Pemrosesan
Akhir Sampah _
. (2) Kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah sebagal benkut
. a. Mengurangl timbulan sampah scbagalmana d1 maksud dalam pasal 7.
b. Mengelola sampah bérwawasan lmgkungan '

C. Mengelola sampah seeara mandiri dengan cara pengurangan dan pemisahan sesuai snfat
dan jenis sampah. : .

d. Menyediakan tempat sampah rumah tangga dan/atau TPS sesua1 dengan ketentuan yang
berlaku. ' .

e. Bemeran serta dalam pengelolaan saxhpah .
f. Turut mengawasn pclaksanaan pengelolaan sampah

g. Menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Instans1 yang menangani pengelolaan
sampah apabila mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat terjadinya
pembuangan sampah liar.

- ... . ... . BABVIL.
.. _ L R LARANGAN
| . . Pasalls

Setiap orang pribadi dan badan hukum dilarang; -
a. Memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah'

b Mencampur sampah dengan bahan berbahaya beracun ,
¢. Mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lmgkungan

d. Membuang sampah tidak pada tempat yang telah dltentukan dan disediakan’,
e. Melakukan penanganan sampah dengan pcmbuangan terbuka dl tempat pemrosesan akhir
dan/atau

f. Membakar sampah yang tidak sesuai d;ng_an persayaratan teknis pengelolaan sampah.



BAB IX :
- KE RJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal I9

1]

" (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan ketjagama antar Pemerintah Daerah dalam melakukan
Pengelolaan Sampah yang diwujudkan dalam bentuk Perjahjian Kerjasama,

(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dllaksanakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ,
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat bermltra dengan Badan Usaha Pengelolaan Sampah
(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilakukan sesuai Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku .

B o , BABX R
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

| Pasal 21
(1) Pelaksanaan pembmaan, pengawasan dan pengendallan pengelolaan sampah dilakukan oleh

intansi yang membldangl

(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendallan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dllaksanakan melalu1 keglatan roe e .

a Penyuluhan dan pembmaan tekms pengelolaan sampah.
b. Memeriksa instansi, timbulan sampah dan/atau alat transportasi.
¢. Meminta dan/atau laporan dan/atau keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas

keglatan pengelolaan sampah |
. BABXI- SR
SANKSI ADMINISTRASI
| " Pasal22 :

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaunana dlmaksud dalam pasal 12 dikenakan sanksn
administrasi berupa penutupan perusahaan _
| Pasal 23

Setiap orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagalmana dnmaksud dalam pasal 18
dikenakan sanksi administrasi berupa surat permgatan ‘dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp
Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu rupiah) :

Pasal 24 _

: Setlap perusahaan atau korporasn yang melanggar ketentuan sebagalmana dnmaksud dalam pasal
*- 18 dikenakan sanksi admidisIfasi benipa dcnda sebanyak banyaknya Rp. L. 000.000,- (Satu Juta
Rupiah) dan/atau penutupan perusahaan . o

Paéal 25

- (1) Sanksi admmlstrasn sebagaimana dlmaksud dalam pasal 22 dan 24 dapat didahului atau tidak
dldahulul dengan surat peringatan,

R



N et

(2) Dalam hal dlbeﬁkéﬂ .s.ulrat-'-penxig'atan ﬁeﬁégalrﬁz{ﬂa dimaksud phda ayat (1), surat tersebut
- diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan dengan tenggang waktu masmg-masmg 3
(tiga) hari ker_|a R

o BAB XI1I -
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

(1) Pe_]abat Pegawal Negen Sipil tertentu di. lmgkungan Pemermtah Daerah diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pldana, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana..

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pe_| jabat pegawal negeri sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang- dlangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang undangan 5 X

(3) Wewenang Penyldlk sebagalmana dimaksud pada ayat )] adalah
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut mcnjadi lebih lengkap dan
- jelas.
~b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi.
c. meminta keterangan dan bahan buktl dan drang pnbad1 atau Badan sehubungan dengan
tindak pidana. © °
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen Iam berkenaan dengan tmdak pldana _
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut, ‘
f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana.
" g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
' saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memerlksa 1dent1tas orang, -benda, dan/atau
‘dokumen yang dibawa. . e
h. memotret seseorang yang berkaltan dengan tmdak pldana. :
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan dlperlksa ‘'sebagai tersangka atau

saksi,
j. menghentikan penyidikan, dan/atau _ -
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyldlkan tindak pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penyldlk sebagalmana dimaksud pada- ayat (1) membentahukan dlmulamya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyldlkannya kepada Penuntut Umnm melalul Penyidik pejabat Polisi
Negara Republik’ lndonesna, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pldana ' _

BABXII -
SANKSI PlDANA
Pasal 21 ; ~ )

B e)) Setlap orang perseorangan yang melanggar ketentuan sebagalmana dlmasud dalam pasal 18

' huruf d, huruf e, huruf f, diancam pidana kurungan palmg lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima;juta rupiah).

(2) Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat N adalah pelanggaran

e B R e A

S



'__Pasal__‘28"_'-_' o
(1) Setiap perusahaan atau korporasi féﬁé"’mé.léhggar ketentuan sebagaimana dimasud dalam
pasal 18 hurufid, huruf.e, huruf f, diancam pidana kurungan palmg lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). .
(2) Pidana sebagalmana dlmaksud pada ayat (l) adalah pelanggaran.? K = - o

L Pasal 29

(1) Selain ancaman pidana sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28, Setiap orang
perseorangan atau korporasi yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah dapat diancam
pidana sebagaimana dlmaksud dalam Undang-undang normor. 18 tahun 2008 tentang
sampah. ST :

(2) Pidana sebagannana dlmaksud pada ayat (1) adalah kejahatan n AR

. BAB XIV :
KETENT UAN PERALIHAN

Pasa130
Pengelola kawasan permuklman, kawasan kqmersml, kawasan mdustn, fasilitas umum, fasilitas
sosial dan fasilitas *lamhya- yang belum  memiliki - fasilitas * pemllahan 'sampah pada saat

diundangkaimya Peraturan Daerah ini wajib plembangun dan menyediakan fasilitas pemllahan
sampah paling lama 1 (satu) tahun sq jak Peraturan Daerah 1n1 dmndangkan

BAB’S{V

KETENTUAN PENUTUP
R PasalSl

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Bupat1 mengatur tahapan persxapan pelaksanaan -
Peraturan Daerah ini dalam waktu palmg lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal pengundangan,

"-.."?.--1.’)&'-8%'.32 S

Peraturan Daerah ini mulai berlakix. pada" tén’g’éﬁi dmndangkan ‘ W
Agar setiap orang mcngetahumya, memermtahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pamtan. '

e -.Dltetapkan : di Pacitan
o Padatanggal Ol - 03 - 2011

FRTI N
Ta VT :.'-'-.,

BUPATI PACITAN )
S | INDARTA'_I‘Ocr
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Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pacitan.

- Ditetapkan  : di Pacitan
Pada tanggal : I -3 - 2011

BUPATI PACITAN
Cap.ttd
INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH

Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR I
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 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN
" .NOMOR-1'mezo;1...- S

TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

UMUM

Dcngan semakin tingginya pertambahan pcnduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan
masyarakat di Kabupaten Pacitan, berakibat semakin banyak -timbulan sampah yang jika
tidak dikelola secara baik dan teratur bisa- menimbulkan bcrbagal ‘masalah. Bukan saja bagi
Pemerintah Daerah tetapi-juga. bagi scluruh . masyarakat.- Salah "satu upaya untuk
mengantisipasi permasalahan tersebut perlu diambil kebijakan di bidang pengolahan sampah
agar tercapai lingkungan yang schat dan dinamis untuk kescjahlcraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pacitan berupaya semaksimal

- mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik dari segi

ekonomi maupun sosial kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses
pCrlzman yang akan dikeluarkan telah- cukup tcrakomodasn .dalam ‘ketentuan Peraturan
Daerah ini, schingga diharapkan Pcraturan Dacrah ini mampu memberikan keadilan,
kemanfaatan dan kcpastlan hitkkum bagl pclaksanaan kcbuakan di bldang pengelolaan
sampah,

Salah satu bentuk pelayanan umum yang dlbcnkan ol¢h Pcmcrmtah Daerah berkaitan dcngan
pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan sarana dan prasarana sampah, untuk
itu dibutuhkan peran serta masyarakat guna.mendukung biaya operasional pelayanan
dimaksud, yang besamya disesuaikan dengan kcmampuan masyarakat pada umumnya serta .
mempertimbangkan aspek keadilan, ..o e < S

Atas dasar pertimbangan dimaksud pcrlu mcmbcntuk Pcraturan Dacrah Kabupaten Pacitan
tentang Pcngclolaan Sampah. : .

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 _

Cukup Jelas .
Pasal2 .

Yang dlmaksud dcngan azas tanggung _;awab adalah Pcmcnntah Daerah mcmpunyal_

tanggung jawab pengelolaan sampah dalam- mcwu;udkan hak masyarakat terhadap

lingkungan hidup yang baik-dan sehat sebagaimana dlamanatkan dalam Pasal 28 H
- avat (I) Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang dimaksud dengan azas‘ berkelanjutan adalah bahwa pengelolaan sampah
dilakukan dengan menggunakan metode- dan teknik 'yang ramah lingkungan sehingga
tidak menimbulkan dampak ncgatlf terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan
baik pada gcncrasn masa kini maupun pada gcncrasl yang akan datang

'Yang dimaksud dengan azas manfaat adalah bahwa pengelolaan sampah perlu
menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumberdaya yang dapat
dimanfaatkan untuk mcmc_nuhi kebutuhan masyarakat
Yang dimaksud dcngan azas - keadilan adalah bahwa dalam pengelolaan sampah,

pemerintah kepada masyarakat dunia- usaha untuk bcrpcran secara aktif dalam
pcngclolaan sampah ' ’



Yang dimaksud dengan azas Kesadaran adalah bahwa dalam pengelolaan sampah,
Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memenuhi sikap kepedulian dan
kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dllakukannya

Yang dimaksud azas kebersamaan adalah bahwa pengelol aan sampah

Yang dimaksud dengan azas keselamatan adalah bahwa pengelolaan sampah hams
" menjamin keselamatan masyarakat

Yang dimaksud dengan azas kesamaan‘ adalah bahwa pengelola sampah harus
menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif

Yang dimaksud dengan azas-nilai ckonomi adalah bahwa sampah menipakan
sumberdaya yang mempunyai, l‘lllal ekonoml yang dapat dlmanfaatkan sehingga
memberikan nilai tambah . D

Pasal 3
o Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal5 .
Cukup Jelas : -
Pasal 6 ‘
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9 - .
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
CukupJelas :
Pasal 12 .
CukupJelasi o
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15 . APPSO
CukupJelas E i A
Pasal16  * | e L
: Cukup Jelas
.Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
' Cukup Jelas -
Pasal 19  ~
Cukup Jelas
-Pasal 20 _
Cukup Jelas



Pasal 21

Pasal 23
) Cukup Jelas
Pasal24

_ Cukup Jelas
Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27 .

Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

" Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

. Cukup Jeias ‘

Pasal 32

Cukup Jelas

 Cukuplelas
Pasal 22
Cukup Jelas

Cukup Jelas* - -
Pasal 25




